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AGENDA REFORMASI

POLRI

Olel : Awaloedin Djamin
Mantan KAPOLRI, Dosen Administrasi Kepolisian

L PENDAHULUAN

Menhankam/Pangab Jendral
Wiranto pada tanggal 1 April 1999
secara resmi memisahkan Polri dari
ABR], vang berarti pada masa transisi,
baik operasional maupun pembinaan
Polri berada dibawah Menteri
Pertahanan dan  Keamanan.
Dinyatakan bahwa tanggal 1
April 1999 adalah permulaan
salah satu realisasi dari reformasi
internal ABRI dan sekaligus
merupakan permulaan dari

reformasi POLRI  vang
menyeluruh.
Dzalam masa transisi

tersebut, strukiur Dephankam
tfidak berobah. Organisasi Polri
tetap utuh seperti sekarang inl
Dalam bidang operasional, Polri
vang diatur dalam berbagai
peraturan perundang-
undangan, sepertt KUHAD dan
UL oo 28/1997, Polri harus
sudah mandiri, tanpa intervensi
atau komando dari Panglima
atasannya (sekarang PANGAB,
nanti Panglima TNI atau
tainnya). Dalam bidang
pembinaan Polri harus sudah
mulal membuat perencanaan
dan anggarannya sendiri, tanpa
melalul MABES ABRI lagi, tapi
ferus pada Menhankam untuk
dilanjutkan ke Bappenas dan

Departemen Keuangan.

Bagi rakyat banyak, peristiwa
bersejarah, pemindahan struktural
dari MABES ABRI ke Departemen
Hankam ini, tidak begitu penting,
sebab yang didambakan masyarakat
adalah Polri yang profesional dan
berperilaku, sebagai pengavom,
pelindung jiwa, harta benda dan hak-
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‘haknya serta responsif “dalam
memberikan pelavanan bagi selurah
‘anggota:masyarakat tﬁnpa membeda-
bedakan ras, abama, su%m, noion&,an,
kava ‘atau miskin. ™ R
“Polriharis. bcrusaha merubzh
citra'dan wibawa a di tengah- tengah
‘masvarakat. U .mencapai cita-cita
‘tersébut Polri harus ‘mengevaluasi
keadaannya secara jujur, dan obvcktn
:(SWOT analvbts} dan mcru_ u:kan

"f[m.N

il lANDASAN
PEDOMAN . |
Suatu retormas: “total ataw-.

réformasi- menyeluruh, bukanlah
suatu revolusi yvang membongkar
semua ‘nilai-nilal vang adaatag
“nimvertusng aller werte”. Tapi reformasi
adalah suatu usalia penyempumaan,
perbaikan ‘dan’ pembaharuam yang
menyeluruh, sebab suatu organisasi
seperti Poli vang besar.dan komsleks
merupakan sautu’ keseluruhan atau
total ‘system, ‘dimana sub-system dan
sub-sab’ ‘systemnva vang banvak
jumlahnya saim,g3 berkaitan dan qahncr
mempenwamhx satu sama lain.

karena itu, untuk memulai sautu
reforma51 eepert: diuraikan diatas,
Polri harus menginventarisasi kembali
sernua tufras dan Unsur, seperh fugas
pokok, susunan organisasi, personil
(dengan segala perinciannya terutama
sistim pendidikan dan latihan),
hubuncran dan tata cara keria intern
dan “extern, keadaansarana dan
prasarana, keuangan, pengawasan dan
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etik
dia alkan adalah Tribarata: dengan
-Catur Prasetya seijagax pe&aman Ker

JJain-lain’ lnvcntansa«.x qni harus
“dilakukan’ seakurat murnighkin, sebab ia
‘merupakan posisi awal dari- proses
‘menuju’ kemandirian. Penyemurnaan,

petbaikan “dan penibahatuan tidak

bolehidilakukantsecara tambal sulam,

tapi harus sistematis, ‘berericana -

“dengan pnonta%—pnon‘caa vang: ;das

Landasan idiil:dan landasan

‘konstitusional Palri ietap Pancasila

dan Uub. 1945 Landasan untuk kac%e
ng ' harustdihayati’ dan

ja.

< Polr harus ‘segera menmgkatmn

'}\emampuan teknis proresmna}nv
dan berprilaku sebagai pengayom,

pelindung ‘dan pelayan masyarakat.

Kemerosotan citra dan ‘wibawa . Polri

sebagian ‘besar ‘diakibatkan oleh
kelemahan kedua hal tersebut. Prilaku
Polri yang tidak sesuai dengan'Kode
etiknya ita antara lain diakibatkan oleh
integrasi ‘dengan ‘militer selamalebih
dari ‘30 tahun: Hal ini dinyatakan
sendiri- oleh Manhankam/Pangab
jenderal W;rani:o pada tanggal 1: Apnl
1999 L

Pedoman nenek moyang kita
“T'ATA - TENTREM  "KERTA
RAHARJA” masih tepat sampa
isekarang dan-dimasa mendatang,
bahwa tanpa Tata atau orde, ketaatan
pada norma-norma ggama, moral,
sosial dan hukum, tidak akan ada
Tentrem, ketenferaman dan keamanan’
masyarakat, dan tanpa keamanan dan
ketertiban masayrakat, mereka akan
suikar'berKerta, bekerja atat beriisaha
secara tenang dan tanpa Kerte,:idak
akan ada Rahar]a, kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia.




Dalam mempersiapkan Pola
Reformasi atau. Pola Pengembangan
Polduntuk jangka:pendek {crash. pro-
gram), jangka sedang dan.jangka
panjang, perlu dirumuskan visi, misi,
tugas; Dokek dantangesungjawab Polri
secara jelas, yang sebenarnya.sudah
ada_da_iam Tribrata, Catur Prase‘:ya dan
berbagai peraturan perundang-
undangan seperti UL No. 28 tahun
}99? dan KUHAP.

banvak ozang mamh kurang
memahamiarti 1 Juli1946 yang barnpzn
sekarang éipermgatl SLbaga; “Hari
Bhayanakara 1 Juli 1946 b_ukan
berarti pmdah kantor”  dari
Departemen Dalam Negen ke Jawatan
Kepolisian Negara Rl yang baru
dibentuk, Zaman Hindia Belanda pun
kepahsxan tidak pernah sepenuhnya
berada dxbawah Departemen Dalam
Negeri.

- Departemen Dalan:; Negeri
Hindia Belanda - mengurus
administrasi (dalam arti sempit,
termasuk Sekolah Polisi di Sukabumi),
“vechts politie” berada di bawah
Procureur General, dan operasi
sepenuhnya berada di tangan Residest.
Ini .sesuai dengan kepentingan
pemerintah kolonial. N

Pemnbentukan fawatan Kepoiisian
Negara RI yang tersendiri dan

“Mari Bbayangkard 1 Juli 1946
bukan berarti pindab kantol dari
Departemen Dalam Negeri ke
Jawatan Kepolisian Megara Rl
yang baru dibentuk,

meletakkannya dibawah Kepala

Pemerintahan Negara, vaitu Perdana

Menteri, berarti lahitnya Kepolisian
Nasional Indonesia atau Indoizesian
Ngtional Police, yang utuh dari Pusat,
Propinsi, Kabupaten sampai ke
Kecamatan. Sesudah masa transisi
dibawah Menhankam, Polri agar

kembali membawah pada Presiden

(dan kurang tepat seperti yang
dilontarkan beberapa pakar, agar Polri
di daerah membawah pada Gubernur

atau membentuk Departemen: yang

terdiri dari Kejaksaan Agung dan
Polii dan 5ebagamva)

“MNational Police Systesn”, sudah
menjadi arah bagi kepolisiarn . di
sehuruh dunia. Di negara-negara fed-
eral pun terdapat koo;dinasi nasional
kepolisian vang erai (nationally coor-
dinated police) seperti Jerman, Austra-
lia, bahkan Amerika Serikat vang .dari
semula menganut “local government
system”. Semua Kepolisian Asean
termasuk Malaysia vang federal
manganui National Policy System.
Aseanapol adalah perhuimpunan
Kepolisian Nasioal MNegara-Negara
Asean. Walaupun demikian, sesuai
dengan perkembangan administrasi
negara, hampir seluruh kepolisian di
negara demokrasi, men“desentralisasi
adnzmzstmfzf' kan kepolisian kepada
setingkat Resort di Indonesia, atau
dalam bahasa Belanda terdapat
“higrarchische tank afbakening” atau
pendelegasian wewenang pada
tingkat Resort, :

Pada tingkat Resort inilah
{vangwilayahaya sama dengan
Kabupaten) aparat dan anggota
kepolisian bersentchan langsung
dengan anggota masvarakat.
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Karena Polri merapakap organisasi
yang: besar dan kompieka. maka
reformasn ata pengembangan ?oira
barus pula berpedoman pada prinsip-
?nnsap dan tekpik-tekpik administrasi

~hegara dap admmastraa kepoiasaan.

yang u'nwersal

Pe ntravoman, perlmdungan dan'

pelaanan kepohs;an d;rasakan

Polri sejak lama, sudah m(:mfebut Re- 2
50Ort: scbavm Komando” Operasmnai

DAsar atau- KOD, sedangkan Sektor- -
sektor Polisi merupakan ujung tombak

Polri-di lapangan. 7
Karena = Polri

Polri harus puIa berpedoman pada
prinsip-prinsip dan teknik-teknik

administrasi negara dan’ administrasi -

kepﬂizaxan yang universal.

: Semua Eandasan dan peéoman
tersei:ut diatas seharusnya merupakan
pegangan dalam merumuskan dan
melaksanakan aoenda Polri, baik
jangka pendek }anﬁka sedano dan
;anc\'ka panjang.

L AGENDA ]ANGKA PENDEK

. Polri lepac dari ABRI pada
tanggal 1 April 1999, yaitu pada saat
negara sedang menghadapi krisis 1 vang
multi cilmensmnai dan kKerusuhan
massal yang tidak ada taranya dalam
sejarah Republik ini. Kriminalitas
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'merupakan' '
organisasi vang besar dan kompleks;
maka' reformas; atau pengembangan .

-:in'cn;ncrkat secara kudntitatit "dan

}\ualltatlf ‘Citra-dan ulbav’a I’oin

‘berada pada‘ittik vang rendah, seperti
]ucfa dengan’ ABRI dan pemerintah:

a!am suasana. ‘vang dt‘mﬂul“n

'_Poirl ‘diwa ]sbkan menvaman]\aﬂ
Pemilu vang akan® dila ksana}\an
‘tangeal 7 ]um 1999 dan Sidang umum
..-:MPR pada ak%ur tahun Yvang sama,

..}\aruna E11) i’oin harus sem.ra

-mtnmapkm Pola. P ‘nOLmbanaan
- untuk Jangka, Sedang. «:hm janaixa:
Panjang, vang mencakuo landa%n'
odan. Pedoman tersebut dzatas, seria

‘sistim administrasi atau management
Polri denﬂan stib-sistim dan sub-sub
- 8lsim, sacara jelas,

Seluruh pejabat pimpinan Polrx
dari MABES POLRL Folda, Polwil,

‘Polres-dan:Polsek harus.segera
. berusaha merubah prilaku anggma
Polri, terutama vang di lapangan agar
tidak bersikap, sebagai penguasa dan

militeristik, tapi berangsur-angsur

.menjadi.pengayom, pelmdung “dan

pelavan masyarakat. Hal ini tidak

mudah,. tapi harus dimulai darl
sekarang ~Unink  ini . per]
dxpertimbanOLan drbuatma “buku
pintar” untuk dijadikan pegangan
oleh seluruh anggota Polri,

Seluruh lembaga pendidikan
Polri harus memasukkan prilaku
kepolisian ini dalam mata pelajaran.

Disamping pembenahan intern
Polri, sesuai dengan UU No. 28/1997,
Polri- dari MABES sampai Polres agar
menata hubangan dengan semua
bentuk keamanan Swakarsa, sdari
para‘Manager (Industrial) Security
dengan SATPAMnya, Hansip
KAMRA, Siskamling dan sebagainya.




Demikian.pula dengan Penyidik
Pegawai Negeri- SIpil (PPNS} UU. No.
28/1957 menvatakan bahwa:Polri
memberi-. ‘pembinaan. .. teknis,

mengkoordmau dan. mengawasi

Polsus, PPNS dan bentuk»bentuk
keamanan Swakarsa, Tanpa juklak
dan juknis vang jelas dari. MABES

Polri-dan sistim pelaporan dari Polres,

Polwil, dan Polda sampai ke MABES

tidak ‘mungkin Polri melaksanakan -

perintah UU No. 28/1997 tersebut.
Telah'lama’ pula dianjurkan agar Polri
memprakarsai pendman Asosxasz

danpembinaannya senditi: Dalamrsoal
anggaran m;safnva, Polsi sudah harus
mampa ““melobby” BAPPENAS,
Departemen:Keuangan dan lain-lain.
Demikian pula dalam keria sama teknis
denwan luar negerl harus lebih

.kema_mpuan teknis i Polri: sudah
banyak ketinggalan.dari negara lain,

Polri muia; :sekarantr haru% ikt
aktif dalam penm;auan btrapa
Undang-Undang+ " eperti~ - {1J

ankamneg, Uy I\epra]un an dan 1§18
Now 28/1997: Yana periu dirobah

Manajer {In- -

dustrial)

~adalah sepanjang

Sekuriti Indo-

”

nesia
disingkat
AMS!

peiaﬂhan bagz
para Manager
Sekuriti

dan

Telah lama pala dianjarkan agar

Polri memprakarsai pepdiriap

“Asosizsi_Manajer (Indastrial}

Sekarifi Indopesid disingkat AMS],
dap menyelenggarakan pe Jatibap

bagi- pata Manager éekur:h..

menvangkuf ke-

ABRI-annva dan

hubungan
d en g amn
Menhankam," dan
Pangab. Polri
bukan lagi “com-
battant” dan fidak

tersebut,

tersebut.

- tunduk lagi pada
.. hukum militer.
- Polri “harus

Buat 5

sampai 10 ‘tahun mendatang, g, Polri
akan mengandaikan pembmaan
KAMTIBMAS pada Polsus, PPNS dan
$emua bentuk pengamanan swakarsa
ini, juga Karena pencapaian anggota
Polri menjadi 1: 300 penduduk akan
memakan wakiu vang panjang.

Hubungan KAPOLRI dengan
Menhankam tidak sama dengan
hubungan dengan  PANGAB
(walaupun pejabatnva dirangkap
Jenderal Wlranio). Setelah penggarisan
operasional dan pembinaan oleh
Menhankam, KAPOLRI dan seluruh
jajarannva sudah harus mampu
merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi kegiatan operasional

memperkuat. Provoost. Karena POM
ABRI fidak lagi berwenang menangani
kasus anggota Polri vang melangg&r
hukum. Seperti pada masa 1 Juli 1946
s/d tahun 1969, Polri harus kembali
membawih pada Kepala Pemerintahan
Negara vaity Presiden. Kiranva, Poir
perlu mempersiapkan RANTAP MPR
1999, agarkedudukan Polri secara
hukum benar-benar mandirl dimasa
vang akan datang.

emikianiah secara ringkas agenda
jangka pendek Polri sampal SU MPR
vang akan datang.

IV, AGENDA JANGKA SEDANG
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DANJANGRATANIANG

si8epertisdiuraikan terdahulu,
_atn_nda jangka sedang dan. jangka
panjang harus du:lasarkan pada suatu
Pola Pengémbanganataii - Pola
Reformasi vang merupakan strategi
pembanounan Polri jangka ‘itd&ﬂ‘-"
dan’tjangka 'pamzmv RiPgla 1n‘i
merupakan; kerangka bagi . t;_a'_r;u
“overall reform” sistim administrasi
{atau"management) Polri Vang harus
dipahami-oleh seluruly peiabal teras
Dolri dari Pusat ‘sampai ke daerah dan
sekaligus’ merupakan pegangan untuk
pen}abarannva di selurub bldang dan
selurub tingkatan.

‘Pola tersebut memuat. Landasan
dan Pedoman, Perkiraan sztzmgan
Masa Depan, Permasalahan vang
dihadapi, dan Seluruh 51s£1m
Administrasi (Manajemen) . Polri, serta
perinciannya dalam sub-sistim dan
sub-sub sistim, sepertl perumusan visi,
misi, dan tugas pokok, susunan
organisasi secara lengkap, sistim
administrsasi- Personil  (vang
terpenting zalah sub-sub sistim
pendidikan dan pelanhan) hubunvan

Penentuan dap perencanaan
teknologi Kepelisian, seperti
laboratoriam dan idenfifikasi
forensik, komaikasi (feknologi
informasi elekironik), kendaraan
kepolisizn, alat pengendali hura-
bara dan sebagainya barus
dipetsiapkan.
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dan tata-cara kerja, sistim administrasi
togistik/ matu‘ul, sistim Perencanaan,
Femo(framan dan i’engang‘garan

{ PPbS} sistim.administrasi keuangan,

sistim puwawasan mtcmal dan c.;atzm

administrasi umun, S
Yang. juga penting dzpersmp&an

adalah poia manajemen operasional,

pelaksanaan tugas pokek Polri, baik

vang Represif, . Prevemxf dan - re-
emptlf vang diemban oleh semua

unsur operasional. seperti Intelpol,
Reserse, Sabhara, ‘Polantas, Brimob,
-Polalr, Pcﬂudara, Blmmas SAbwa dan

sebagainva. Di bldant* operaszonai ini
I’o}rx harus memiliki kemampuan
teknis profesional yang khas yang
tidak dimilikii oleh instansi lain.

Penentuan. dan perencaﬂaan
teknoiogx kepolisian,  seperti
laboratorium. dan identifikasi forensik,
LomulkaSJ {teknologi informasi
elekzromk) kendaraan kepolisian, alat
pengendali huru-hara dan sebagamva
harus dipersiapkan, .

:Menjadi Polres sebagai KG‘D
sudah dapat dimulai dari sekarang.
Kualifikasi seorang KAPOLRES, per]u
ada.pedomannva, sebab falah vang
akan mencerminkan wajah pimpinan
Polri éi tengah-tengah masyarakat.
Polres harus mendapat ‘otonomi’”
mengatur Polsek-Poisek dan Pos-Pos
polm dibawahnya. Kapolres tidak
hanya merupakan “pemimpin”
kesatuannya, tapi juga harus berusaha
menjadi pemimpin masyarakat
bersama dengan anggota Muspida
lainnya, memiliki informasi selengkap
dan seakurat mungkin mengenal
wilayah  dan maqvarakatnva
MAPOLRES agar diisi ‘dengan staf




'yarw tekmq menguasai bidang m'mnm
masing, diberi - persnmi ‘dan
perl(,n;__,kapan yang memadai.

*Otonomi” demikian akan menggugah
kreativitas dan inovas }\Jpolres dan
;a;arannva

" Di bidang administrasi personil
atau ‘SDM, PD[I‘% ‘harus: segera
menvlapl\an tenaga ahlidi bldang

“personil” atau * human respurces”
management, karena tanpa keahlian
tersebut Polri tidak akan mungkin
merumuskan kebijaksanaan dibdiang
SDM vang tepat. Memanage 180.000
dan nanti akan menjadi 250.000 ‘atau
kb:h tiak mungkm dilaksanakan oleh

“amateur”. Manager personil atau
SDM juga seorang pz‘ofeSionaI. '
“Polrl Cagar’ ‘segerd  pula
menyiapkan = konsep  tentang
Kedudukan kepegawaian, jumlah
keparigkatan, tanda pangkat, sistim
karier,  sistim pendidikan dan
pelatihan, kesejahteraan  dan
sebagainya, karena dalam UU No. 8/
1974 tentang kepegawaian negeri,
Polri termasuk ABRL

Disarankan, bila UU No. 8 tahun
1974 belum dirobah, kedudukan
kepegawaian Polri tetap seperti
sekarang, karena yang dipecah adalah
ABRI menjadi TNI dan Polri,

Untuk mengatast kekurangan
personil vang sudah parah dewasa int,
agar usia pensiun bintara Polri segera
dirobah dari 48 tahun menjadi 55
tahun. Recruitment harus
diprioritaskan agar dalam 5 tahun Pl
dapat memiliki ratio T : 1000 dan
mudah-mudahan dalam 10 tahun
dapat menjadi 1 : 800. Perincian dan
prosentase kebutuhan tenaga reserse,

Reformasi pendidikan dap latiban
tidak mungkin berbasil bila tidak
dikaitkan denan sistim administrasi
personil (sisdik adalab sub-sistim
dari sistim personil).yang sudab
dipersiapkan sebelunnya.

sahbara, poiantab, brimob dan lain- lam
juga perlu dipelajari, baik nasional
ataupun per Polda dan per Polres. -

Di bidang pendldxkan dan
pelatihan perlu diadakan
reinventarisasi yang lengkap dari
seluruh lembaga pendidikan dan
latihan Polri, baik kurikulom, tenaga
pengajar, sarana prasarana, metode
belajar-mengajar, waktu pendldikan
dan sebagainya.

Reformast  pendidikan dan
latihan tidak mungkin berhasil bila
tidak dikaitkan denan sistim
adminisirasi personil (sisdik adalah
sub-sistim dari sistim personil} yang
sudah dipersiapkan sebelumnya.

Int semua, saling terkait dengan
lain-lain bidang dart sistim admiistrasi
(atau manajemen) Polri, karenanvya,
sekali lagi, harus diingat, pertama-
tama yang harus disiapkan adalah
Pola Pengembangan atau Pola
Reformasi atau nama lain, vang
merupakan Landasan dan Pedoman
untuk membangun Polrl yang
mandiri dan profesional secara
berkesinambungan (bukan setiap
penggantian KAPOLRI berobah-
obahj}, sistematis, bertahap dengan
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‘prioritds-prioritasivang jelas. Tentuo
qa;a, sesua 1pe.rkemban&*an lingkungan

manf*i;abun giinstansi- mstansz; vang:
L -st.iama ini- ber%.;ntan ‘dengan tugas:
Paolri, scpertx BIA dalam: ptmbermn'

izin dan

Astbagath

-{persatuan Htu'l I’olm

S PalrindiASA le kiray,

Cpengganti PEPA bﬁl;
Demikian pula . Bhavangkari

ah'?':'teiah lahir

’ientanﬂ kupcscrtaan anggoia
1 fidak perlu
bérobah, dapt dengan menggantl nama- .
‘%UJRI men;j ad] Asurans; TN dan
POLRL

rekomenda:y
Biia g

'-:_‘Per

perusahaan
sekuriti _baik - purﬁawwaWan
perusahaan. .

konstiltasi 'atau
pcn]ual
peralatan
sekuriti;

:ﬁ

pula p@mzksran @Ieb

Polriperdu

: nwnglm entarisasi
_ ~oopersoaian-
?Oh‘l éi?)fﬁk .+ persoalan seperti
?ersafgar}' iootersebutidiatas

Y coouvnntou ok
clisian @gaY?‘_ .. dipecahkan satu
- - per satu secara

baik, terutama

dengan BAKIN
tentang Bakxiak .

dara, denwan Dep
Pertambangan mengenai SAT
Pertamina dan aebaﬂmnw SEr
harus ditertibkan dalam ety Pohl
vang mandirl. Menurut UU Ne. 28/
1997, semua ini adalaia tugas daﬂ
tuanmrung aw ab Poirl o

Perlu . pula, pcmlkiran olei
p_uma_wlr_awan - Polri. o untuk
membentuk “Persatuan
Purnawirawan Kepolisian Negara R1"
karena purnawirawan Polri, bukan
lagi termasuk purnawirawan TNI
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peker;a’an rumah”
. --.mema:ng'
" dilaksanakan agar dalam waktu vang

~ oleh pejabat-
pejabat _ Polri

D miklaniah secara ringkas
Poiri - vang
idak mudah, namun mutian

singkat Polri sudah dapat mandin,
Dukungan Menhankam dan pejabat
pemerintah terkait, DPR  dan
masyarakat luas akan ik.lt menentukan
keberhasﬂan Polrz '

Jamrta A.;.ari]_']999 .- :






